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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
  Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kurikulum 
yang harus ditempuh oleh mahasiswa D3 Sekretari Universitas Negeri 
Jakarta. Selain untuk memenuhi kewajiban akademik, diharapkan 
kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan penghubung antara dunia 
industri dengan dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan 
tentang dunia indusri sehingga mahasiswa mampu mengatasi persaingan 
di dunia kerja. 
  Mengingat mutu pendidikan telah menjadi sorotan di mata dunia, 
baik pendidikan dari dalam maupun luar negeri demi terciptanya sumber 
daya manusia yang berkualitas yang mampu membuat dunia menjadi 
lebih maju dan menjadikannya kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan kegiatan mahasiswa dimasyarakat 
diperlukan adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk melatih dan 
mendidik mahasiswa, diantaranya kegiatan yang sangat membangun 
mahasiswa diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
  Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan kerja 
mahasiswa yang ditempatkan pada suatu tempat yang berkaiatan dengan 
bidang ilmu yang ditempuhnya dalam waktu tertentu. Selain itu, praktik  
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kerja lapangan yang dilakukan dapat membantu mahasiswa agar 
lebih memahami bidang studi yang di tekuninya dan mendapatkan 
gambaran nyata pengimplementasian ilmunya di dunia nyata. Mahasiswa 
akan belajar mengatasi kesenjangan antara teori yang didapatkan di 
bangku kuliah dengan permasalahan di lapangan sebenarnya, yang 
memerlukan teknologi informasi untuk mendapatkan jalan keluarnya. 
 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memuat tugas-
tugas yang diberikan oleh pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
perusahaan. Sehingga dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan 
memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam 
menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku 
kuliah. Penulisan laporan ini disusun sebagai suatu pendeskripsian hal-
hal yang dikerjakan selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan 
di Kementerian Keuangan, khususnya pada bidang Pusat Kebijakan 
Regional dan Bilateral (PKRB). Pelaksanaan kerja praktek ditempuh 
selama 250 jam atau kurang lebih selama 40 hari di perusahaan tersebut. 
 Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang 
mempunyai peranan vital di dalam suatu Negara untuk melakukan 
pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan 
lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan 
keuangan Negara.  
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Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan Negara 
dan membantu pimpinan Negara dalam bidang keuangan dan kekayaan 
Negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai 
penjaga keuangan Negara (Nagara Dana Raksa). 
 
 
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
b. Melakukan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang 
pendidikan Mahasiswa/i.   
c. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan Mahasiswa/i. 
d. Untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada di perkantoran. 
 
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
1.3.1 Manfaat Bagi Instansi Pemerintah 
a. Mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi. 
b. Mampu melihat kemampuan potensial yanng dimiliki mahasiswa/i 
peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL), sehingga akan lebih mudah 
untuk perencanaan peningkatan di bidang Sumber Daya Manusia 
(SDM). 
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c. Wadah Penyaringan Tenaga Kerja Potensial. 
 
1.3.2 Manfaat Bagi Praktikan  
a. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan terhadap dunia kerja. 
b. Tolak ukur Perbandingan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. 
c. Tolak Ukur Mahasiswa/i terhadap Penyesuaian Materi-Materi di 
perkulihan dengan pengimplementasian di lapangan. 
 
1.3.3 Maanfaat Bagi Akademik 
a. Mendapatkan Hasil Penilaian dari Instansi terkait data Praktek Kerja 
Mahasiswa/i. 
 
 
1.4   Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
  Sehubungan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang telah di lakukan praktikan, terkait dalam penulisan Laporan ini, 
yang mana Kegiatan Praktik kerja Lapangan (PKL) yang di laksanakan 
di Kementerian Keuangan tepatnya pada Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral (PKRB), dimana kantor tersebut terletak di Gedung R.M. 
Notohamiprodjo, Jl. DR. Wahidin No.1 Jakarta 10710. 
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1.5  Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
  Terkait pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan selama 40 hari yang mana pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) itu sendiri terhitung sejak tanggal 1 Februari sampai 28 
Maret 2013 di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), 
Kementerian Keuangan dan setiap hari Senin - Jumat dimana waktu kerja 
yang di tetapkan mulai dari pukul 07.30 hingga pukul 17.00 WIB dan di 
sesuaikan dengan jam kerja seluruh pegawai atau staff pada kantor 
tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
(PKL) 
 
2.1 Sejarah Kementerian Keuangan RI 
 
 Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang 
mempunyai peranan vital di dalam suatu Negara untuk melakukan 
pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan 
lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan 
keuangan Negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah 
mengelola keuangan Negara dan membantu pimpinan Negara dalam 
bidang keuangan dan kekayaan Negara. Oleh karena itu, Kementerian 
Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan Negara (Nagara 
Dana Raksa). 
 Kantor pusat Kementerian Keuangan terletak di Jalan Dr. Wahidin 
Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. 
Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang 
letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di 
bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I 
di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam 
komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jl. Gatot Subroto 
No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jl. Jenderal Ahmad Yani, 
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Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jl. 
Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).  
 Sejarah berdirinya Departement Keuangan dimulai pada tahun  30 
Oktober 1946 dimana pada awalnya Ketika pecah Perang Dunia II 
kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda pada waktu itu sangat sulit 
karena Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia terpaksa berdiri 
sendiri berhubung hampir tidak ada hubungannya dengan Pemerintah 
pelariannya di Inggris. 
 Ini disebabkan karena terjepitnya pemerintah Belanda akibat 
serbuan bala tentara Jerman. Namun demikian sikap pemerintah Belanda 
terhadap Indonesia tidak berubah. Terbukti ketika di dalam "Dewan 
Rakyat" diajukan suatu mosi yang mengusulkan perubahan-perubahan 
ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda menunggu keputusan 
Parlemen Belanda yang sementara telah bubar karena penyerbuan tentara 
Jerman. 
 Pada awal tahun 1941 Fraksi Nasional Indonesia mengusulkan 
kerja sama dengan Belanda di atas dasar "Indonesia Merdeka". 
Pemerintah Hindia Belanda menolak semua usul dari pihak Indonesia, 
menolak juga diadakannya milisi untuk bangsa Indonesia, meskipun pada 
waktu itu jelaslah sudah, bahwa Indonesia tidak dapat dipertahankan oleh 
orang-orang Belanda sendiri. 
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 Akhirnya sebelum Perang Dunia II berakhir Pemerintah Hindia 
Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 bertekuk lutut dibawah telapak kaki 
pimpinan-pimpinan balatentara Jepang. 
 Sejak detik itulah Jepang menguasai Indonesia dan dijadikannya 
Indonesia sebagai daerah jajahannya di Asia. Mulai saat itu hubungan 
dengan negara-negara lain terputus, kecuali dengan negara Jepang itu 
sendiri. 
 Segera sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 
Agustus 1945 diumumkan, pemerintah Republik Indonesia memandang 
perlu untuk mengeluarkan uang sendiri. Uang tersebut, bagi pemerintah 
tidak sekedar sebagai alat pembayaran semata-mata, tetapi juga berfungsi 
sebagai lambang utama suatu negara merdeka, serta sebagai alat untuk 
memperkenalkan diri kepada khalayak umum. 
 Pada saat itu, pada awal pemerintahan Republik Indonesia keadaan 
ekonomi moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada 
kenyataan beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang diperkirakan 
berjumlah 4 milyar. Untuk menggantikan peranan uang asing tersebut, 
dibutuhkan mata uang sendiri sebagai alat pembayaran dan digunakan 
oleh rakyat Indonesia dari masa ke masa sebagai alat pertukaran, 
pembayaran dan sebagai alat pemuas kebutuhan yang sah. 
 Maka pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia 
merdeka menyatakan hari tersebut adalah hari bersejarah bagi bangsa 
Indonesia sebagai tanggal beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). 
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Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche 
Bank tidak berlaku lagi. Sungguhpun masa peredaran ORI cukup singkat, 
namun ORI telah diterima dengan bangga di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan telah ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap 
penjajah di segenap kubu patriot pembela tanah air. Pada waktu suasana 
di Jakarta genting maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk 
melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di 
Yogyakarta, Surakarta dan Malang. 
 Selama penjajahannya di Indonesia segala kegiatan pemerintah 
Jepang di Indonesia dipusatkan di Jakarta. Sejak itu untuk melaksanakan 
kegiatan keuangan sehari-hari Gedung Lama Departemen Keuangan 
masih merupakan tempatnya. Ini kiranya disebabkan karena pemerintah 
Jepang tidak mau bersusah payah memindahkan pusat kegiatan keuangan 
ditempat yang lain. 
 Jadi Gedung Departemen Keuangan pada masa penjajahan Jepang 
di Indonesia juga digunakan sebagai pusat kegiatan pengolahan 
keuangan. 
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2.2 Visi dan Misi Kementerian Keuangan 
Visi: 
“Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan 
Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan Indoneisa 
yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. 
Misi: 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 4 
(empat) misi yaitu : 
a. Misi Fiskal adalah 
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-
hati (Prudent), dan Bertanggungjawab. 
b. Misi Kekayaan Negara adalah 
Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai 
dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan 
bertanggungjawab. 
c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah 
Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank 
sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh 
dan berdaya saing global. 
d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah 
 Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan 
            Administrasi Publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. 
 Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, 
            Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. 
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 Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi 
            Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan 
            Prasarana Strategis Lainnya. 
2.3 Tugas dan Fungsi  
 
A. Kementerian Keuangan 
 Tugas: 
Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam 
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
 Fungsi: 
• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
 keuangan dan kekayaan Negara; 
• Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi 
 tanggung jawab Kementerian Keuangan; 
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
 Keuangan; 
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
 urusan  Kementerian Keuangan di daerah; 
• Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan 
• Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
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B. Wakil Menteri Keuangan 
 Tugas: 
Membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas 
Kementerian Keuangan 
 
C. Sekretariat Jenderal 
 Tugas: 
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
 Fungsi: 
• Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; 
• Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian 
 Keuangan; 
• Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
 ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, 
 dan dokumentasi Kementerian Keuangan; 
• Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja 
 sama, dan hubungan masyarakat; 
• Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
 bantuan hukum; 
• Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 
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D. Inspektorat Jenderal 
 Tugas:  
            Pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. 
 Fungsi: 
• Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan 
 Kementerian Keuangan; 
• Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 
 Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 
 evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
• Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
 Menteri Keuangan; 
• Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian 
 Keuangan; dan 
• Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 
  
E. Badan Kebijakan Fiskal 
 Tugas: 
  Melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiscal 
Fungsi: 
• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di 
 bidang  kebijakan fiskal; 
• Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang 
 kebijakan fiskal; 
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• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di 
 bidang  kebijakan fiskal; dan 
• Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. 
 
F. Staf Ahli Menteri 
 Tugas: 
Memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan 
negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, 
kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, 
birokrasi, dan teknologi informasi secara keahlian, dan memberikan 
penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri. 
 Fungsi: 
• Pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang 
 penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan 
 keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan 
 pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, 
 serta penyiapan penalaran secara konsepsional; 
• Penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas 
 inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan 
 terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf; 
• Pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk 
 keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri; 
• Pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri. 
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G. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 
 Tugas: 
Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, 
dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan 
sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan 
teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional 
Pranata Komputer. 
 Fungsi: 
• Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan 
 komunikasi; 
• Koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi 
 informasi dan komunikasi; 
• Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola 
 teknologi informasi dan komunikasi; 
• Koordinasi pelaksanaan manajemen program; 
• Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola 
 teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko 
 teknologi informasi dan komunikasi; 
• Pelayanan pengembangan sistem informasi; 
• Koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data; 
• Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan 
 komunikasi ; 
• Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan 
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• Pelaksanaan administrasi pusat. 
  
2.4 Kegiatan Umum Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) 
 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South 
East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar 
negeri. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
1916, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi: 
• Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan 
 pelaksanaan  kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka 
 ASEAN dan  integrasi ekonomi ASEAN; 
• Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan 
 pelaksanaan  kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka 
 APEC dan forum- forum Asia-Europe Meeting (ASEM), 
 ASEAN+3, East Asian Summit  (EAS), Mitra ASEAN, dan 
 bilateral; 
• Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, 
 dan pemantauan negosiasi (offer-request) di bidang sektor jasa 
 keuangan APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral; 
• Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan 
 pelaksanaan  kerja sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan 
 lembaga dan  organisasi internasional non pemerintah; 
• Perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan 
 evaluasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri; 
• Pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan 
 dalam  kerangka kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral; 
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• Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, dan evaluasi dalam 
 rangka kerja sama pemantauan (surveillance) ekonomi dan 
 keuangan regional; 
• Pemantauan dan evaluasi dalam rangka transparansi ekonomi dan 
 keuangan regional dan bilateral dan dukungan teknis; dan 
• Pelaksanaan tata kelola Pusat. 
 
Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral terdiri atas: 
A. Bidang ASEAN 
 Bidang ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan 
kerja sama ekonomi dan keuangan dengan  pemerintah dan lembaga 
perwakilan/kuasi pemerintah di kawasan ASEAN mencakup Forum 
Keuangan ASEAN, Forum Jasa Keuangan ASEAN, Kelembagaan 
ASEAN dan Mitra ASEAN. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  pasal 
1919, Bidang ASEAN menyelenggarakan fungsi: 
• Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
 evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan 
 keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri 
 Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, 
 Working Commitee  on Capital Account Liberalization (WC-
 CAL), Working Committee on Capital Market Development (WC-
 CMD), Kerja Sama ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan kerja 
 sama dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN; 
• Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
 evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan 
 keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, kerja 
 sama jasa keuangan ASEAN Framework Agreement on Services 
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 (AFAS), Working Committee on Financial Services Liberalization 
 (WCFSL), dan ASEAN Free Trade Area on Financial Services; 
• Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
 evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan 
 keuangan lembaga ASEAN yang meliputi Committee on Budget 
 (COB), ASEAN Fund dan kelembagaan lainnya; dan 
• Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
 evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan 
 keuangan ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi 
 Menteri Keuangan, dan kelompok kerja, East Asia Summit (EAS), 
 Credit  Guarantee and Investment Facility (CGIF), ASEAN Bond 
 Market Initiative (ABMI), dan Chiang Mai Initiative 
 Multilateralisation (CMIM). 
 
Bidang ASEAN terdiri atas: 
1. Subbidang Forum Keuangan ASEAN 
 Subbidang Forum Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN 
pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Sentral, dan kelompok kerja Working Commitee on Capital Account 
Liberalization (WC-CAL), Working Committee on Capital Market 
Development (WC-CMD), ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan dalam 
rangka integrasi ekonomi ASEAN. 
 
2. Subbidang Forum Jasa Keuangan ASEAN 
 Subbidang Forum Jasa Keuangan ASEAN mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja ASEAN Framework 
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Agreement on Services (AFAS), Working Committee on Financial 
Services Liberalization (WCFSL), dan ASEAN Free Trade Area on 
Financial Services. 
 
3. Subbidang Kelembagaan ASEAN 
 Subbidang Kelembagaan ASEAN mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama kelembagaan ASEAN yang 
meliputi Committee on Budget (COB), ASEAN Fund, dan kelembagaan 
lainnya. 
 
4. Subbidang Forum ASEAN+3 dan Lainnya. 
 Subbidang Forum ASEAN+3 dan Lainnya mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, 
dan kelompok kerja, East Asia Summit (EAS), Credit Guarantee and 
Investment Facility (CGIF), ASEAN Bond Market Initiative (ABMI), dan 
Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM). 
 
B.    Bidang Interregional 
  Bidang Interregional mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja 
sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah negara lain dan lembaga 
perwakilan/kuasi pemerintah negara lain dalam kerangka APEC, ASEM, 
dan forum-forum regional lainnya dan dalam kerangka pelaksanaan kerja 
sama subregional. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
1923, Bidang Interregional menyelenggarakan fungsi: 
•        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi  dan 
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keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri 
Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-
kelompok kerja APEC Finance Ministers Initiatives; 
•   Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan 
keuangan APEC yang berkaitan dengan Economic Committee, 
Budget and Management Committee, Senior Official Meetings, 
kelompok-kelompok kerja sektor jasa keuangan, dan  
kelembagaan APEC lainnya; 
•  Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM 
pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan 
kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, Asia Cooperation 
Dialogue (ACD), serta forum Economic and Social Commission for 
Asia and Pacific (ESCAP), Asia Middle East Dialogue(AMED),Forum 
for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), dan The New 
Asian African Strategic Partnership/NAASP dan forum regional 
lainnya; 
•  Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama subregional 
yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth Triangle 
(IMT-GT), Indonesia, Malaysia, Singapore– Growth Triangle (IMS-
GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines–East 
Asia Growth Area (BIMP-EAGA), dan kerja sama subregional 
lainnya; dan 
•  Pelaksanaan tata kelola pusat. 
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Bidang Interregional terdiri atas: 
1. Subbidang Forum Keuangan APEC 
Subbidang Forum Keuangan APEC mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC 
pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat 
Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC Finance 
Ministers Initiatives. 
 
2. Subbidang Kelembagaan APEC 
Subbidang Kelembagaan APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, 
dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang 
berkaitan dengan Economic Committee, Budget and Management 
Committee, Senior Official Meetings, kelompok-kelompok kerja sektor 
jasa keuangan, dan kelembagaan APEC lainnya. 
 
3. Subbidang ASEM dan Sub Regional 
Subbidang ASEM dan Sub Regional mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM pada tingkat 
Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja 
proyek-proyek kerja sama ASEM, ACD, ESCAP, AMED, FEALAC, 
NAASP dan forum regional lainnya, serta kerja sama subregional yang 
meliputi IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan kerja sama subregional 
lainnya. 
 
4. Subbidang Tata Kelola Pusat. 
Subbidang Tata Kelola Pusat mempunyai tugas melakukan tata 
persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, dan 
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koordinasi antar bidang serta penyusunan rencana kerja dan laporan 
Pusat. 
 
C.    Bidang Bilateral 
Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan 
kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan lembaga 
perwakilan/kuasi pemerintah seluruh negara-negara sahabat, dan 
lembaga/organisasi internasional non pemerintah. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1927, 
Bidang Bilateral menyelenggarakan fungsi:  
        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara 
di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; 
        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara 
di kawasan Eropa dan Amerika; 
        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga 
perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International 
Cooperation Agency (JICA), French Development Agency (AFD), 
Korean International Cooperation Agency (KOICA), Australian 
Agency for International Development (AusAID), US Agency for 
International Development (USAID), dan lembaga-lembaga investasi 
pemerintah asing; 
        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga dan 
organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan 
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media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor 
swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah termasuk St. 
Petersburg International Economic Forum (SPIEF), dan World 
Economic Forum (WEF); dan 
        Penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar  negeri, 
pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing. 
        Bidang Bilateral terdiri atas: 
1. Subbidang Bilateral Asia Pasifik dan Afrika; 
  Subbidang Bilateral Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-
negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 
 
2. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa; 
  Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 
evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-
negara di kawasan Eropa dan Amerika.  
 
3. Subbidang Bilateral  non Pemerintah; 
  Subbidang Bilateral Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, 
koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga 
perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi JBIC, JICA, 
AFD, KOICA, AusAID, USAID, lembaga-lembaga investasi pemerintah 
asing, dan lembaga/organisasi non-pemerintah internasional meliputi 
kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, 
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asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-
pemerintah termasuk SPIEF dan WEF. 
 
4.   Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri. 
 Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan rekomendasi kebijakan, koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri, 
pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing. 
 
C. Bidang Evalusai Kebijakan Regional dan Bilateral; 
Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas 
melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja 
sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral, melaksanakan 
pemantauan ekonomi dan keuangan regional, serta evaluasi transparansi dan 
kepatuhan kesepakatan internasional. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1931, 
Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan 
fungsi: 
        Penyiapan bahan pemantauan dan analisis ekonomi dan keuangan   
regional; 
        Penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan 
kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral; 
        Penyiapan bahan evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan 
internasional; dan 
        Penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian 
Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan 
bilateral. 
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D. Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral terdiri atas: 
1. Subbidang Pemantauan dan Analisis Ekonomi; 
 Subbidang Pemantauan dan Analisis Ekonomi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis ekonomi dan 
keuangan regional. 
 
2. Subbidang Evaluasi Kerja Sama; 
Subbidang Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan 
kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral. 
 
3. Subbidang Evaluasi Transparansi dan Kepatuhan; 
Subbidang Evaluasi Transparansi dan Kepatuhan mempunyai 
     tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi transparansi dan kepatuhan 
kesepakatan internasional. 
 
4. Subbidang Dukungan Teknis. 
Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian 
Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan 
bilateral. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
 
3.1 Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi 
pemerintah yaitu Kementerian Keuangan RI. Penempatan yang di dapat 
yaitu pada bagian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) sebagai 
Sekretaris, dimana Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral bertanggung 
jawab atas Evaluasi, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pemantauan kerjaama 
dengan pihak Assosiation of South East Asian Nation (ASEAN). 
Adapun seluruh aktivitas (job desk) yang praktikan dapat selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 
1. Pengurusan Surat Masuk Internal dan Eksternal 
2. Pengurusan Surat Keluar 
3. Menerima Telepon 
4. Penerimaan Tamu 
5. Mengatur Jadwal Pimpinan 
6. Pengoperasian Mesin Kantor 
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3.2 Deskripsi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 Dalam pelaksanaan kegiatan kesekretarisan di Pusat kebijakan 
Regional dan Bilateral (PKRB), praktikan ikut serta dalam beberapa 
kegiatan sekretaris yang meliputi: 
1. Pengurusan Surat Masuk Internal dan Eksternal 
Surat masuk adalah surat yang ditujukan kepada Bagian Pusat 
Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), surat masuk dicatat dan 
diterima oleh praktikan dari Bagian Umum atau Instansi-instansi terkait 
untuk diserahkan kepada Kepala Pusat Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral (PKRB). Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut : 
A. Penyerahan Surat Masuk 
 Untuk tahap adalah penyerahan surat masuk, merupakan tahapan 
dimana surat yang di tujukan kepada Pusat kebijakan Regional dan 
Bilateral (PKRB) disampaikan oleh instansi pengirim melalui kurir atau 
petugas pos dan diterima langsung oleh praktikan. 
  Adapun cara penyerahan surat masuk : 
a. Praktikan menerima surat masuk dari kurir instansi atau petugas pos. 
b. Praktikan mengumpulkan surat masuk. 
c. Praktikan meneliti ketepatan si pengirim. 
d. Praktikan menyortir surat sesuai dengan isinya. 
e. Praktikan menandatangani bukti pengirim sebagai tanda bahwa surat 
telah diterima. 
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B. Entry Data Masuk 
Pada tahapan berikutnya yaitu Entry data masuk, dimana pada 
tahapan ini surat masuk yang di terima terlebih dahulu di entry pada sistem 
kearsipan yang digunakan di Pusat Kebijakan regional dan Bilateral 
(PKRB), mencakup Tanggal/Nomor Surat, Perihal, dan Asal Surat. 
Adapun cara pencatatan surat masuk : 
a. Praktikan membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat agar 
pimpinan dapat menangkap inti maksud dari surat. 
b. Praktikan memeriksa lampiran-lampiran. 
c. Praktiakn menggagendakan surat masuk pada sistem kearsipan. 
 
C. Pencetakan Lembar Disposisi 
Tahapan terakhir pada penerimaan surat masuk yaitu Labeling 
disposisi surat dimana data yang telah di entry kedalam sistem, kemudian 
disimpan didalam sistem untuk dilakukan percetakan data yang disebut 
sebagai lembar disposisi yang mana hasil dari lembar disposisi tersebut 
diteruskan kepada pimpinan untuk memperoleh tanggapan atas isi surat 
yang berupa instruksi. 
 
D. Pendelegasian Surat Masuk 
 Tahap pendelegasian surat masuk merupakan tahapan surat yang 
telah di disposisikan dan berikan kepada pimpinan, setelah lembar 
disposisi dikembalikan kepada praktikan, maka surat tersebut di 
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diserahkan kepada bagian-bagian yang bertanggung jawab atas perintah 
tersebut. 
 Adapun cara mendelegasikan surat masuk : 
a. Surat yang telah memperoleh disposisi dari pimpinan, disampaikan kembali 
kepada Praktikan. 
b. Surat masuk dan lembar disposisi di teruskan kepada bagian – bagian sesuai 
dispoisisi untuk diproses. 
 
E. Penggandaan Surat  Masuk dan Lembar Disposisi :  
 Surat masuk dan lembar disposisi yang telah di Print Out 
kemudian di-fotocopy oleh Praktikan untuk digandakan sesuai jumlah 
bagian – bagian yang akan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan 
tersebut. 
 
2. Pengurusan Surat Keluar 
 Surat keluar adalah surat yang dibuat oleh Bagian Pusat Kebijakan 
Regional dan Bilateral (PKRB) untuk ditujukan kepada bagian-bagian atau 
instansi-instansi lain yang terkait. Dalam pelaksanaannya surat keluar di 
proses terlebih dahulu sebelum surat tersebut dikirim. Adapun proses 
tersebut terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan Draft Surat keluar 
 Pada tahapan pertama Praktikan terlebih dahulu memeriksa format 
penulisan surat keluar yang telah di ketik oleh setiap bidang, berupa 
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undangan rapat, surat pelatihan kerja, dll. Setelah surat selesai diperiksa 
kemudian surat diserahkan kepada pimpinan. 
b. Pencatatan Attribute Surat Keluar 
 Tahapan terakhir pada pengurusan surat keluar adalah pencatatan 
Attribute surat keluar, adapun beberapa Attribute yang harus di catat oleh 
Praktikan ke dalam sistem kearsipan seperti : tanggal pembuatan, nomor, 
perihal, dan Instansi terkait sesuai tujuan surat keluar tersebut. 
 
3. Menerima Telepon 
 Pekerjaan regular yang dikerjakan oleh praktikan maupun seluruh 
karyawan yang biasa di lakukan salah satunya adalah penerimaan telepon 
masuk. Penerimaan telepon masuk biasanya berupa telepon dari pihak – 
pihak luar ataupun dalam instansi terkait yang berhubungan dengan 
permintaan pekerjaan dalam bidang yang bersangkutan. 
 Adapun langkah-langkah dalam menerima telepon, sebagai berikut: 
a. Praktikan mempersiapkan alat tulis seperti pena/pensil dan kertas 
kosong di dekat meja telepon. 
b. Mengangkat telepon dengan baik, sesegera mungkin pada dering ke 
dua. 
c. Menyebutkan salam dan identitas. contoh: 
 ”Selamat Pagi/siang/sore, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 
BKF, dengan Winda ada yang bisa saya bantu?” 
d. Praktikan menanyakan identitas penelpon. contoh: 
   “Boleh tahu dengan Bapak/Ibu/Mas/Mbak siapa saya berbicara?” 
30 
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e. Praktikan menyimak baik – baik  pesan atau kalimat yang diucapkan 
penelpon, dan tidak memotong pembicaraan 
f. Mencatat hal-hal penting dari penelpon untuk disampaikan kepada 
pimpinan. 
g. Mengulang pesan yang disampaikan penelpon agar tidak terjadi 
kesalah pahaman. 
h. Mengakhiri pembicaraan dengan pertanyaan “apakah ada lagi yang 
bisa saya bantu?” atau ada hal-hal penting yang terlewat untuk 
disampaikan. Bila tidak maka Sekretaris mengucapkan terima kasih 
dan mengucapkan kembali salam. 
i. Yang menelpon adalah yang meletakkan / menutup gagang telepon 
terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindarkan adanya hal penting yang 
mungkin belum disampaikan sepanjang pembicaraan dan telepon 
keburu ditutup atau berkesan kita mentup/membanting telepon 
padahal lawan biacara belum selesai berbicara. 
 
4. Penerimaan Tamu 
 Di setiap perusahaan sering kali menerima kunjungan dari instansi 
– instansi lain yang berkaitan dengan kerjasama dalam hal pekerjaan, hal 
tersebut juga terjadi di Kementerian Keuangan khususnya di Pusat 
kebijakan regional dan Bilateral (PKRB).  
 Setiap kunjungan yang datang untuk menemui salah satu bagian di 
Pusat kebijakan regional dan Bilateral (PKRB), harus terlebih dahulu 
 
 
menemui praktikan untuk mengkonfirmasikan keperluan – keperluan yang 
dibutuhkan sebagai maksud kunjungan tersebut.  
 Oleh karena itu salah satu tugas Sekretaris adalah mengatur 
pertemuan antara pimpinan dan tamu yang akan bertemu dengan 
pimpinan. Tugas ini dimulai dari membuat janji, konformasi, hingga 
menerima kedatangan tamu di kantor. Seorang Sekretaris harus 
menghormati dan melayani dengan sepenuh hati para tamu yang 
berkunjung ke kantor.
1
 Hal ini juga meliputi tentang Reschedule ataupun 
keperluan yang berhubungan dengan kedinasan.  
 Adapun tata cara dalam menerima tamu, sebagai berikut: 
a. Praktikan menyambut, menerima tamu yang datang ke Pusat 
Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) dengan tenang, ramah, 
sopan, sabar, dan  percaya diri. 
b. Memperthatikan wajah yaitu, ceria dengan sikap bersahabat, tidak 
perlu berdiri ketika menerima tamu kecuali bila menghadapi tamu dari 
luar atau tamu istimewa. 
c. Praktikan menyapa tamu terlebih dahulu dengan kalimat pembuka, 
seperti “Selamat Pagi/siang/sore ada yang bisa saya bantu?” 
d. Jika tamu sudah ada janji dengan pimpinan, maka persilahkan tamu 
untuk menunggu di ruang tamu yang telah tersedia . Persilahkan untuk 
duduk dan berikan bacaan seperti surat kabar atau majalah. 
                                                          
1
 Nani Nuraeni, Panduan Menjadi Sekretaris Profesional, Cetakan pertama, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 37 
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e. Setelah itu Praktikan menghubungi pimpinan dan menginformasikan 
tamu yang datang lengkap dengan identitas dan keperluannya. 
f. Ketika pimpinan tidak ada di tempat, praktikan mengatakan “Mohon 
maaf Bapak/Ibu, saat ini pimpinan kami sedang tidak ada di tempat. 
Bapak/Ibu bisa meninggalkan pesan, dan saya pastikan pimpinan kami 
akan menghubungi Bapak/Ibu secepatnya.” 
 
5. Mengatur jadwal pimpinan   
 Selain penerimaan tamu Praktikan juga bertanggung jawab dalam 
menyusun jadwal pimpinan, hal ini sangat berkaitan erat dengan hasil dari 
penerimaan tamu. dari hasil penerimaan tamu yang didapat, apabila 
terdapat Schedule Meeting dengan pihak – pihak tertentu, maka jadwal 
yang baru disusun harus di sesuaikan dengan jadwal - jadwal yang sudah 
ada, hal ini bertujuan agar jadwal dapat tersusun lebih teratur. 
 
6. Pengoprasian Mesin kantor 
 Hal terakhir menjadi tanggung jawab Praktikan yaitu, diwajibkan 
dapat mengoperasikan mesin kantor seperti : Fax, Printer, Mesin Fotokopi 
dan Mesin Ketik Elektrik, hal ini di sebabkan mesin-mesin kantor seperti 
yang telah di sebutkan sebelumnya sangatlah berguna  dalam pembuatan 
surat yang mana berkaitan erat dengan tugas utama seorang Sekretaris. 
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3.3  Kendala yang dihadapi 
 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  selain terdapat 
Job Desk yang di kerjakan juga terdapat kendala-kendala yang di alami 
dalam pelaksanaanya, adapaun beberapa kendala yang dihadapi di 
lapangan, beberapa di antarannya sebagai berikut : 
a. Pendelegasian Tugas Dalam Waktu yang Bersamaan 
 Yaitu perintah pengerjaan tugas dari beberapa karyawan yang 
berbeda dan dituntut untuk di selesaikan dalam waktu yang bersamaan,  
sebagai contoh dibawah : 
 Seorang pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) meminta 
untuk membuat surat undangan dalam waktu yang berdekatan, karyawan 
lain ada yang meminta dibuat kan surat keluar, dan keduanya meminta hal 
tersebut diselesaikan sebelum jam makan siang. 
 
b. Miss Understanding of Task given 
 Miss Understading of Task given adalah kesalah pahaman dalam 
pengertian tugas yang diberikan oleh seorang yang mendelegasikan tugas 
kepada Sekretaris yang terkait. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan 
dari seorang sekretaris terkait terhadap Job Desk yang diberikan. Sebagai 
Contoh : 
 Seorang Staff meminta untuk dibuatkan surat undangan, ternyata 
hasil yang dicetak bukan surat undangan hal ini disebabkan karena 
kekurang pahaman si penerima informasi. 
 
34 
 
 
3.4 Cara Mengatasi Kendala 
 Adapun beberapa cara mengatasi kendala yang di hadapi selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung terutama kendala 
dalam pengerjaan pekerjaan yang diberikan, adalah sebagai berikut : 
a. Mengatasi Kendala Pendelegasian Tugas Dalam Waktu yang 
Bersamaan 
 Untuk mengatasi kendala pengerjaan tugas dalam waktu 
yang bersamaan merupakan hal yang sulit untuk di kerjakan secara 
bersamaan sehingga harus menggunakan metode prioritas dimana 
mengutamakan Desk yang lebih penting dahulu untuk di kerjakan 
Menurut Joko Susilo, prioritas kerja adalah membuat 
perencanaan dan menyusun skala prioritas. Perencanaan dibuat 
berdasar tujuan tersebut. Dari sejumlah perencanaan tersebut, skala 
prioritas pun ditentukan. Dalam penentuan prioritas inilah biasa 
dipakai skala penentuan prioritas yaitu berdasarkan prinsip: 
1. Penting dan mendesak 
2. Penting 
3. Mendesak 
4. Tidak penting dan tidak mendesak 
 Tugas yang paling penting dan mendesak menjadi prioritas 
pertama yang harus diselesaikan. Baru kemudian diikuti tugas lainnya 
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yang penting, yang mendesak, dan baru pada skala terakhir adalah 
yang tidak penting dan tidak mendesak
2
 
Seperti contoh berikut : 
 Ketika seorang pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
meminta untuk dibuat surat undangan (Undangan Internal) dan ada 
pegawai yang juga meminta dibuatkan surat keluar yang mana surat 
tersebut berkaitan dengan pihak (instansi) luar. maka hal dilakukan 
sekretaris tersebut yaitu mendahului pengerjaan task (Job Desk) surat 
keluar dikarenakan apabila desk tersebut tidak selesai maka jumlah 
pihak yang dirugikan akan lebih banyak dari pada surat undangan. 
 
b. Mengatasi Kendala Miss Understanding of Task given 
Untuk mengatasi kendala dalam kesalah pahaman makna 
(Miss Understanding of Task given) yaitu dengan mempelajari 
maksud dari permintaan yang biasa di minta untuk dikerjakan sebagai 
pekerjaan yang di delegasikan. Hal lain yang juga dapat digunkan 
untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan bertanya kepada karyawan 
yang lebih lama kerja di tempat terkait dengan jabatan yang sama. 
Dalam hal ini komunikan perlu merancang dan menyajikan 
informasi yang benar dan tepat sesuai setting komunikasi, dan 
informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai 
                                                          
2
 Susilo, Joko. Menentukan Prioritas Pekerjaan Anda Hari Ini, 2011 
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dengan situasi komunikasi dan tingkat nalar penerimaan lawan 
komunikasi
3
  
Seperti contoh berikut : 
Ketika seorang karyawan meminta dibuatkan tugas baru 
kepada pelaku Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentang task baru dan 
ternyata apa yang diminta sebelumnya sangat berbeda dengan hasil 
yang telah dikerjakan, hal ini di akibatkan kurangnya pengetahuan 
atau nalar si pelaku Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 Lembaga Administrasi Negara RI, Teknik Komunikasi dan Presentasi yang Efektif, Jakarta, 2008, hlm. 4 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
4.1. Kesimpulan 
 
 Dari hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Kementerian Keuangan RI dan ditempatkan pada Bagian Pusat 
Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) sebagai Sekretaris. 
2. Praktikan melakukan pekerjaan kesekretarisan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan bertugas seperti mengurus 
surat masuk dan surat keluar, melayani tamu, menerima telepon, 
menerima tamu, mengatur jadwal pimpinan, dan mengoperasikan 
mesin kantor. 
3. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Prtaktikan 
memiliki beberapa kendala yag dihadapi, antara lain pendelegasian 
tugas dalam waktu yang bersamaan, dan miss understanding of task 
given. 
4. Cara Praktikan mengastasi kendala – kendala yang dihadapi adalah 
Praktikan memprioritaskan pekerjaan yang lebih penting untuk 
diselesaikan dan banyak berkomunikasi dengan para pegawai. 
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 Demikian Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang mana telah di laksanakan pada Pusat Kebijakan 
Regional dan Bilateral (PRKB) 
 
4.2. Saran-Saran 
 
 Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dibutuhkan kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas 
dan kuantitas untuk kegiatan kedepanya diantaranya sebagai berikut : 
4.2.1 Saran untuk Instansi 
1. Agar ruang lingkup kerja lebih diperluas guna menambah  wawasan 
terhadap pelaku Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
2. Memberikan informasi Pekerjaan secara tertulis mengingat masih masa 
pembelajaran sehingga Job Desk yang diberikan dapat di tanyakan 
kepada yang lebih mengerti apabila terjadi kesalah pahaman Task. 
 4.2.2  Saran untuk Universitas 
1. Sebaiknya Universitas Negeri Jakarta memiliki kerja sama dengan 
perusahaan seperti dengan Universitas lain agar mahasiswa tidak 
mengalami kesulitan dalam mencari tempat untuk Praktik Kerja 
Lapangan (PKL).  
2. Diberikan jenjang waktu yang lebih panjang guna menunjang informasi 
atau pengalaman yang di dapat oleh Praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Sarana dan Prasarana Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 
(PKRB) 
Sarana Prasarana 
Ruang Tamu Siece 1 pasang 
Jam Dinding 1 buah 
Meja Pojok 1 buah 
Ruang Sekretaris Meja Komputer 1 buah 
PC. Acer 1 unit 
Printer HP 1 unit 
Meja Kerja 2 buah 
Kursi Kerja 2 buah 
Lemari kayu 1 buah 
Lemari Kaca 1 buah 
Pesawat Telepon 2 unit 
Faximile 1 unit 
Ruang Kepala Bagian PKRB PC. HP 2 unit 
Ruang Kasubbid Tata Kelola 
PKRB 
PC. Lenovo 9 unit 
Ruang Kasubbid Bilateral Keyboard (Wireless) 1 unit 
Ruang Kasubbid Intregional Keyboard 2 unit 
Ruang Meeting Mouse (Wireless) 1 unit 
Ruang Kasubbid ASEAN Mouse Drawer/Nakas 22 unit 
Ruang Kasubbid Evaluasi 
Kebijakan Regional dan Bilateral 
Pesawat Telepon 7 unit 
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Tabel 1.1  Sarana dan Prasarana Pusat Kebijakan Regional dan   
    Bilateral (PKRB) 
Toilet Printer 9 unit 
- Meja Bulat 2 buah 
- Meja Kerja Kayu 7 buah 
- Meja Komputer 5 buah 
- Meja Kayu 2 buah 
- Kursi Metal 12 buah 
- Kursi Kerja 30 buah 
- White Board 1 buah 
- Siece/Sofa 1 buah 
- PC. Acer 9 unit 
- PC. Fujitsu 2 unit 
- PC. Dell 2 unit 
- Partisi (Eselon IV) 8 buah 
- Partisi Pelaksana 32 buah 
- Kulkas Sanyo 1 unit 
- Kulkas Thosiba 1 unit 
- TV Plasma 1 unit 
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Lambang Kementerian Keuangan RI 
 
   
Gambar 1.1 Lambang Kementerian Keuangan RI 
                        Sumber: Website Kementerian Keuangan 
 
Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
 
Keterangan Umum: 
Motto  : Negara Dana Rakca 
Bentuk : Segi lima  
Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau 
Lukisan : 
 Padi sepanjang 17 butir; 
 Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari: 
 4 buah berlengkung 4; 4 buah berlengkung 5; 
 Sayap; 
 Gada; 
 Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi 
lima; 
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Susunan: 
 Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman; 
 Padi kuning emas; 
 Kapas putih dengan kelopak hijau; 
 Sayap kuning emas; 
 Gada kuning emas; 
 Bokor kuning emas; 
 Pita putih; 
 Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman. 
 
Makna: 
 Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi 
kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya 
Negara Republik Indonesia; 
 Sayap melambangkan ketagkasan dalam menjalankan tugas; 
 Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, 
mengamankan keuangan negara; 
 Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila 
 
Arti Keseluruhan: 
Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang 
mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas 
Kementerian Keuangan.  
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Struktur Organisasi Kementerian Keuangan RI 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan RI 
Sumber: Bagian Kepegawaian Badan Kebijakan Fiskal 
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Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 
 
 
Gambar 1.3  Stuktur Organisasi Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
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Lamp.1 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lamp.2 Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan 
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Lamp.3 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan di Pusat 
Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) 
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Lamp. 4 Surat Pernyataan Mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lamp. 5 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lamp.6 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
 
 
Lamp.7 Contoh Nota Dinas 
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Lamp.8 Contoh Lembar Disposisi Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral (PKRB) 
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Lamp.9 Contoh Lembar Disposisi Bagian Umum 
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